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1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Penelitian 
Pemungutan pajak dilakukan dengan menggunakan sistem yang diterapkan 
oleh pemerintah, sistem perpajakan di Indonesia menganut asas Self Assesment 
System, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepercayaan, 
tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, 
membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (TMBooks, 
2015:2). Aparat pajak hanya bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan 
untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak. Kepercayaan yang telah diberikan oleh 
pemerintah tersebut seharusnya dapat berjalan sesuai rencana dan wajib pajak 
mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik tanpa adanya 
kelalaian, kesengajaan, maupun ketidaktahuan atas kewajiban pajaknya tersebut. 
Apabila masyarakat paham mengenai fungsi dan manfaat pajak maka akan 
dipastikan wajib pajak atau masyarakat sadar akan pajak dan tidak akan dijumpai 
lagi wajib pajak yang mengabaikan kewajiban perpajakannya. Tetapi dalam 
kenyataan masih terdapat wajib pajak yang enggan membayar kewajibannya dan 
melakukan kecurangan dalam melaksanakan pembayaran pajak yang sudah 
ditetapkan dan menyebabkan timbulnya utang pajak atau tunggakan pajak 
Sebagian besar tunggakan pajak sulit dicairkan karena tergolong utang yang 
diragukan dan utang yang macet. Salah satu indikasinya, utang menumpuk 
bertahun-tahun (Ortax, 2015). Masih terdapat tunggakan pajak yang belum dapat        
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dicairkan dan realisasi pencairan  tunggakan pajak masih rendah, dimana terjadi 
peningkatan tunggakan pajak setiap bulannya yang disebabkan karena kurangnya 
kesadaran wajib pajak terhadap pembayaran utang pajaknya dan masih banyaknya 
tunggakan pajak pada tahun – tahun sebelumnya sehingga mengakibatkan 
pencairan tunggakan pajak tidak sesuai target. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu 
tindakan dari aparatur pajak untuk mencairkan tunggakan pajak tersebut.  
Tindakan pencairan tunggakan pajak yang dilakukan oleh aparatur pajak 
terjadi karena adanya utang pajak yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak yang bisa 
disebabkan oleh kelalaian ataupun kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak 
itu sendiri. Tindakan pencairan tunggakan pajak dapat berupa penerbitan surat 
ketetapan pajak, surat teguran dan surat paksa oleh aparatur pajak, sehingga jika 
dilakukan secara intensif dapat menekan angka tunggakan pajak (Fernando, 
2017:2). 
Fenomena pada tahun 2017 tunggakan pajak untuk Wajib Pajak OP dan 
Badan pada KPP Pratama Kota Sukabumi mencapai Rp 56.566.204.371, piutang 
yang belum tertagih tersebut terjadi dikarenakan Wajib Pajak yang belum 
membayar pajak atau hutang pajaknya. Dari seluruh piutang tahun 2017 tersebut 
masih ada Rp 7 Milyar yang belum tertagih. Dan hal yang sama juga dapat dilihat 
dari 2 tahun kebelakang yaitu pada tahun 2016 dimana tunggakan pajak naik 
sebesar Rp 59.658.330.887 dan pada tahun 2015 menurun menjadi Rp 
55.471.679.868.  
Dari fenomena tersebut dapat dilihat bahwa tunggakan-tunggakan pajak 
oleh Wajib Pajak dapat mempengaruhi penerimaan pajak yang nantinya berdampak 
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pada pembangunan nasional. Hal serupa juga bisa dilihat dari data target 
penerimaan dan realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Kota Sukabumi, 
sebagai berikut: 
Tabel 1.1 
Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2013-2017 
Tahun 
Pajak 
Target Realisasi 
2013 654.042.756.210 619.295.191.358 
2014 759.255.037.535 727.563.566.795 
2015 1.108.562.090.517 897.944.098.318 
2016 1.278.782.929.000 1.015.784.439.410 
2017 1.237.725.657.000 1.022.314.859.683 
         Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Sukabumi 
 Dapat dilihat dari jumlah target tidak terealisasi maksimal setiap tahunnya, 
bahkan target penerimaan meningkat tiap tahunnya begitupun dengan realisasinya 
meningkat setiap tahunnya tetapi tidak sesuai dengan targetnya. Lebih jelasnya 
dapat dilihat pada grafik Persentase Realisasi Penerimaan Pajak berikut ini: 
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Gambar 1.1 
Realisasi Penerimaan Pajak Kota Sukabumi Tahun 2015-2017 
Dari gambar tersebut realisasi setiap tahunnya rata-rata lebih dari 70%, dari 
tahun 2013 ke tahun 2014 realisasi penerimaan meningkat sebesar 95%, tetapi 
tahun berikutnya semakin menurun, tahun 2015 realisasinya sebesar 81% dan 
menurun lagi pada tahun 2017 sebesar 79%, kemudian pada tahun 2017 meningkat 
sedikit yaitu 82,60%. Kesimpulan dari fenomena tersebut realisasi terbesar terjadi 
pada tahun 2014 dan realisasi terendah terjadi pada tahun 2016. 
Dari fenomena yang terjadi tersebut dapat dilihat bahwa target penerimaan 
dari tahun 2013-2017 tidak sesuai dengan realisasi penerimaannya. Hal tersebut 
dikarenakan adanya tunggakan pajak yang terjadi di KPP Pratama Sukabumi. 
Melihat fenomena tersebut, tunggakan pajak masih menjadi suatu masalah yang 
harus diperhatikan oleh para aparatur pajak untuk mencari solusi yang tepat serta 
melakukan tindakan dalam hal pencairan tunggakan pajak. Pencairan tunggakan 
pajak dilakukan sebagai salah satu bagian dari upaya Dirjen Pajak untuk 
mengoptimalisasi penerimaan pajak yang belum terealisasi. 
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Dirjen Pajak Kementrian Keuangan A Fuad Rahmany mengatakan, sanksi 
administrasi denda dan bunga dimaksudkan agar proses upaya hukum berupa 
keberatan dan banding atas pajak terutang atau pajak yang masih harus dibayarkan, 
tidak dijadikan alat bagi wajib pajak untuk menunda pelunasan pembayaran utang 
pajak (Hukum Online, 2012). Pengenaan sanksi administrasi bunga terhadap Wajib 
Pajak masih belum mencapai target, dikarenakan tiap bulannya masih banyak 
Wajib Pajak yang dikenakan sanksi administrasi bunga tetapi tidak dibarengi 
dengan pembayaran kewajiban pajaknya yang disebabkan karena banyaknya Wajib 
Pajak yang menunda pembayaran sanksi administrasi bunga, alamat Wajib Pajak 
yang tidak sesuai dan rendahnya kesadaran Wajib Pajak terhadap pembayaran 
sanksi administrasi bunga yang menyebabkan pencairan tunggakan pajak tidak 
sesuai target. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dibutuhkan tindakan penagihan 
aktif yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak yang mempunyai kekuatan 
hukum yang memaksa.. 
Penagihan pajak merupakan proses yang dilakukan DJP dalam hal 
memberikan tekanan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Tindakan 
ini dilakukan karena Wajib Pajak tidak mematuhi aspek material peraturan 
perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2017:295). DJP melakukan penagihan 
pajak aktif jika Wajib Pajak belum juga membayar tunggakan pajaknya, maka 
diterbitkanlah surat teguran, surat paksa, penyitaan, dan melelang barang yang telah 
disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 
1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Pada penagihan aktif, cair 
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tidaknya tunggakan pajak bergantung kepada ditahapan mana Wajib Pajak mau 
melunasi utang pajaknya. Tetapi dimanapun tahap pelunasannya memberikan 
kontribusi bagi pencairan tunggakan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak 
(Rahayu, 2017:297)  
Adanya undang-undang penagihan pajak tersebut diharapkan dapat 
memberikan kepastian hukum dan keadilan dan dapat mendorong peningkatan 
kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya 
guna mengurangi tunggakan pajak yang terjadi. Dengan demikian diharapkan 
penerimaan negara dari sektor pajak dapat lebih optimal. 
Tabel 1.2 
Penelitian Terdahulu 
No Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan 
1 
Wardani, 
Danis Maydila 
(2014) 
Pengaruh Sanksi 
Administrasi Dan 
Surat Paksa 
Terhadap 
Optimalisasi 
Pencairan 
Tunggakan Pajak 
Sanksi administrasi 
dan surat paksa 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
optimalisasi 
pencairan 
tunggakan pajak 
Variabel Bebas: Saya 
tidak memakai surat 
paksa saja tetapi 
menggunakan 
tindakan penagihan 
pajak aktif yang 
didalamnya terdapat 
surat paksa dan surat 
teguran. 
2 
Syahputra,  M 
Sulhan (2015) 
Pengaruh Surat 
Teguran, Surat 
Paksa dan Sanksi 
Administrasi 
Terhadap 
Pembayaran 
Tunggakan Pajak 
Surat teguran, surat 
paksa dan sanksi 
administrasi 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
pembayaran 
tunggakan pajak 
Variabel Bebas: Saya 
menjadikan Surat 
Teguran dan Surat 
Paksa dalam satu 
variabel bebas yaitu 
Tindakan Penagihan 
Pajak Aktif. 
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3 
Nainggolan, 
Yohanes 
Diaken (2015) 
Pengaruh 
Tindakan 
Penagihan Pajak 
Aktif dengan 
Surat Teguran dan 
Surat Paksa 
Terhadap 
Pencairan 
Tunggakan Pajak  
Surat teguran 
terhadap pencairan 
tunggakan pajak 
tidak berpengaruh 
signifikan terhadap 
pencairan 
tunggakan pajak, 
sedangkan surat 
paksa terhadap 
pencairan 
tunggakan pajak 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
pencairan 
tunggakan pajak. 
Perbedaan pada 
penelitian ini dengan 
judul saya yaitu saya 
menambahkan satu 
variabel bebas yaitu 
Sanksi Administrasi. 
4 
Hidayat, Rudi 
dan Charoline 
Cheisviyanny 
(2013) 
Pengaruh Kualitas 
Penetapan Pajak 
dan Tindakan 
Penagihan Aktif 
Terhadap 
Pencairan 
Tunggakan Pajak 
Pengaruh kualitas 
penetapan pajak 
dan tindakan 
penagihan aktif 
berpengruh 
signifikan terhadap 
pencairan 
tunggakan pajak 
Perbedaan penelitian 
ini dengan judul saya 
yaitu pada variabel 
pengaruh kualitas 
penetapan pajak 
5 
Oktaviani, 
Widyanti 
(2014) 
Pengaruh Sanksi 
Administrasi dan 
Tindakan 
Penagihan Aktif 
Terhadap 
Pencairan 
Tunggakan Pajak 
Hasil dari pengaruh 
sanksi administrasi 
dan tindakan 
penagihan aktif 
terhadap pencairan 
tunggakan pajak 
yaitu memiliki 
pengaruh yang 
signifikan 
 Perbedaanya 
dengan judul saya 
yaitu pada metode 
penelitian saya 
menggunakan 
metode kuantitatif 
asosiatif, 
sedangkan 
penelitian 
terdahulu ini 
menggunakan 
metode kuantitatif 
deskriptif dan 
verifikatif 
 Pada tempat 
penelitian 
8 
 
 
6 
Indra, Riska 
Rahayu (2014) 
Pengaruh 
Tindakan 
Penagihan Pajak 
Aktif dengan 
Surat Teguran dan 
Surat Paksa 
terhadap 
Pencairan 
Tunggakan Pajak 
Tindakan 
penagihan aktif 
dengan surat 
teguran dan surat 
paksa tidak 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
pencairan 
tunggakan pajak 
Tidak ada variabel 
Sanksi Administrasi 
Sumber: Berbagai sumber diolah penulis, 2018 
Melihat kondisi tersebut, inilah yang mendasari ketertarikan peneliti untuk 
mengangkat ke dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Sanksi Administrasi 
dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak”. 
1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan Latar Belakang yang sudah di jelaskan sebelumnya, maka 
identifikasi masalah yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut: 
1. Realisasi pencairan tunggakan pajak masih rendah karena kurangnya   
kesadaran Wajib Pajak terhadap pembayaran utang pajaknya dan masih 
banyaknya tunggakan pajak pada tahun-tahun sebelumnya. 
2.  Banyaknya Wajib Pajak yang dikenakan sanksi administrasi bunga tiap 
bulannya tetapi tidak dibarengi dengan pembayaran kewajiban 
pajaknya yang menyebabkan pencairan tunggakan pajak tidak sesuai 
target. 
3.  Banyak Wajib Pajak yang dikenai surat teguran tiap bulannya tetapi 
tidak dibarengi dengan pembayaran kewajiban pajaknya yang 
menyebabkan pencairan tunggakan pajak tidak sesuai target. 
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4.  Belum maksimalnya penagihan tunggakan pajak dengan penerbitan 
surat paksa karena masih banyaknya Wajib Pajak yang tidak merespon. 
1.3 Rumusan Masalah                                                                                   
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka 
penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 
1. Seberapa besar pengaruh Sanksi Administrasi terhadap Pencairan 
Tunggakan Pajak ? 
2. Seberapa besar pengaruh Tindakan Penagihan Aktif terhadap 
Pencairan Tunggakan Pajak ? 
3. Seberapa besar pengaruh Sanksi Administrasi dan Tindakan 
Penagihan Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak ? 
1.4 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai 
berikut: 
1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Sanksi Administrasi 
terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. 
2. Untuk mengetahu seberapa besar pengaruh Tindakan Penagihan Aktif 
terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. 
3.  Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Sanksi Administrasi dan 
Tindakan Penagihan Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.  
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1.5 Kegunaan Penelitian 
1. Kegunaan Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang 
terjadi pada Pencairan Tunggakan Pajak maupun masalah pada Sanksi 
Administrasi dan Tindakan Penagihan Aktif. Berdasarkan teori yang 
dibangun dan bukti empiris yang dihasilkan, maka fenomena pada 
pencairan tunggakan pajak dapat diperbaiki dengan pengenaan Sanksi 
Administrasi dan Tindakan Penagihan Aktif. 
2. Kegunaan Akademis 
Hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali dari teori-teori dan 
hasil penelitian terdahulu dan diharapkan dapat menunjukan bahwa 
Pencairan Tunggakan Pajak yang optimal dipengaruhi oleh Sanksi 
Administrasi dan Tindakan Penagihan Aktif, serta untuk pengembangan 
ilmu terkait dengan pengaruh Sanksi Administasi dan Tindakan Penagihan 
Aktif Terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak. 
 
